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Perdagangan orang merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang
terjadi dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah  perdagangan
anak, merupakan  bentuk modern dari perbudakan manusia yang terjadi baik
dalam tingkat nasional maupun internasional. Dalam Pasal 83 Undangundang
Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan
larangan perdagangan, menjual, menculik anak untuk kepentingan diri
sendiri atau untuk dijual. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui modus
operandi tindak pidana perdagangan anak dan faktor terjadinya tindak
pidana perdagangan anak serta penanggulangan tindak pidana perdagangan
anak serta hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan
anak oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian
lapangan (field research). Pengumpulan data primer diperoleh dengan
melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk selanjutnya
dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah
diidentifikasi dalam rumusan permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana
perdagangan orang dilakukan melalui penculikan, perekrutan dan
pengangkatan anak. Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan
anak oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdiri dari upaya pre-emtif,
upaya preventif dan represif. Hambatan-hambatan seperti korban yang
masih takut melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak adanya
kerjasama antara dinas pemberdayaan perempuan anak dengan kepolisian
dan dengan negara yang dijadikan tujuan perdagangan anak. 
Disarankan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar
lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga dan dinas
terkait dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya
perdagangan anak.
